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DINAMIKA SITUASI DAN 

KONDISI PROGRAM STUDI

LATAR BELAKANG

1. Pemahaman konteks

jaminan mutu;

2. Penciptaan sistem;

3. Pemeliharaan sistem

TANTANGAN

❑ PENDIDIKAN
❑ PENELITIAN
❑ PENGABDIAN



Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

JAMINAN MUTU: ALASAN DAN PELUANG

Transformasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan BAN-

PT Nomor 20 Tahun 2025 membawa implikasi sistemik bagi

lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Kedua peraturan ini

tidak hanya memperbarui kerangka hukum penjaminan mutu, 

tetapi juga menata ulang cara berpikir (mindset) dan cara kerja

(mechanism) sistem akreditasi di Indonesia.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah

kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu
pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



Pasal 5 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025



Dasar Hukum

amanat pasal 55 
ayat 4 UU No 12 

Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi 

bahwa

Akreditasi perguruan
tinggi dilakukan oleh 
Badan Akreditasi
Nasional dan

Lampiran 29 

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 9 tentang 

Instrumen Akreditasi Program Studi di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi 

dan Komunikasi 
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JAKARTA 2024

Akreditasi Program Studi
sebagai bentuk akuntabilitas
publik yang dilakukan oleh 
Lembaga Akreditasi Mandiri.

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Sebelumnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66

SPM Dikti

Akademik

Non Akademik

mencakup 
bidang

Berkaitan dengan 
Tridharma

kemahasiswaan

keuangan

organisasi

ketenagaan

sarana prasarana
PD Dikti

SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti 
dengan prinsip Triangulasi, yaitu penggalian 
kebenaran informasi melalui penggunaan 
berbagai sumber data dan sudut pandang 
yang saling melengkapi. 
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Pasal 65 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025



CRAM: SASARAN MUTU LAMSPAK

Kriteria Masukan Proses Luaran Dampak

Budaya Mutu • Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana

penjaminan mutu di    tingkat UPPS dan PT;

• Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SP

MI,  dan formulir SPMI;

• Terlaksananya siklus penjaminan mutu

(siklus PPEPP)

• Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI   

melalui pengelolaan data dan informasi pada tingk

at perguruan tinggi melalui PD Dikti;

• Memiliki external benchmarking.

• Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan

mutu

• Hasil audit dan akreditasi
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Pendidikan • Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semes

ter    (RPS)

• Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lul

usan;

• Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, 

dan  standar kompetensi lulusan

• Mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS 

dan upaya pendokumentasiannya.

• Ketersediaan dokumen kurikulum program studi

• Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran

• Struktur program dan kelengkapan data mata kuliah

• Bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang     

digunakan

• Pelaksanaan proses pembelajaran

• Kebijakan dan bukti sahih pelaksanaan pemenuh

an beban belajar mahasiswa yang dilakukan dilua

r program studi

• Penilaian Proses pembelajaran dilaksanakan oleh  

UPPS 

• Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa

baru

• Ketersediaan layanan mahasiswa

• Peningkatan jumlah calon mahasiswa

• Upaya dalam pengembangan dosen dan tenaga

kependidikan

• Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan

• iPrestasi akademik mahasiswa

• Prestasi non-akademik mahasiswa

• Masa studi lulusan

• Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerja

an pertama

• Kesesuaian bidang kerja lulusan

• Tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan

• Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

Penelitian • memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasis

wa

• dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian

sesuai dengan agenda penelitian dosen yang          

merujuk kepada peta jalan penelitian; 

• Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya

melibatkan mahasiswa

• kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa

dengan peta jalan; dan

• hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian

dan pengembangan keilmuan PS

• Publikasi Ilmiah Dosen

Pengabdian

Masyarakat

• memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa se

rta hilirisasi atau penerapan keilmuan PS

• dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai

dengan peta jalan PkM

• PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya

melibatkan mahasiswa program studi

• melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan     

mahasiswa dengan peta jalan

• menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan.           

relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.

• Pengakuan/Penerapan Industri atas hasil karya

Dosen

Akuntabilitas • Kelengkapan struktur organisasi

• Ketersediaan kebijakan dan bukti sahih upaya menjunjung tinggi nilai

Integritas dan etika akademik

• Kecukupan jumlah Dosen, Tenaga Kependidikan

• ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana yang mutakhir

• Tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarka

n prinsip-prinsip Good University governance

• Penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan      

data penggunaan dana yang dialokasikan ke prod

i

• Realisasi investasi

• Manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses             

pembelajaran, penelitian, PkM

• Peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas

pendukung PS

• Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian

capaian pembelajaran.

• Memberikan kepuasan kepada mitra;

• Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya

• Rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS

Diferensiasi Misi • Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Capaian Pembelajar

an Lulusan kepada mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yan

g            ditindaklanjuti.

• Mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan

Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggun

akan metode yang sesuai dan dilakukan tindak la

njut

• Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS

) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS.         

Perguruan Tinggi dan visi keilmuan (Program          

Educational Objectives) program studi

• Pengakuan atas Keunggulan Prodi





PERBANPT No. 9/2024: STANDAR LAMSPAK



Kriteria dan Standar Penilaian

Kriteria 1.       
Luaran Pendidikan

A. Standar
Kompetensi
Lulusan

Kriteria 2.      
Proses Pendidikan

B. Standar Proses 
Pembelajaran

C. Standar
Penilaian
Pembelajaran

D. Standar
Pengelolaan

Kriteria 3. Masukan
Pendidikan

E. Standar Isi

F. Standar Dosen
dan tenaga
kependidikan

G. Standar Sarana 
dan prasarana

H. Standar Biaya

Kriteria 4. 
Penelitian

• I. Standar
Penelitian

Kriteria 5. 
Pengabdian pada 

Masyarakat

• J. Standar
Pengabdian pada 
Masyarakat

Kriteria 6. 
Penjaminan Mutu

K. Standar
Penjaminan Mutu



Penilaian Bobot Akreditasi

• Terpenuhi perlu unggul

• > 2405 tahun

• Terpenuhi perlu unggul

• 200-2404 tahun

• Terpenuhi perlu unggul

• < 2003 tahun



memahami makna Jaminan Mutu

sebatas perkara administratif adalah

langkah awal, tujuan sesungguhnya

adalah membangun BUDAYA 

MUTU yang berkelanjutan sebagai

sebuah sistem!




